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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Setiap bangsa di dunia ini berkembang melalui proses yang sangat beragam di 
setiap zamannya. Keberhasilan atas proses suatu bangsa untuk menjadi lebih maju 
yaitu melalui proses pendidikan. Sejarah sebuah bangsa tidak dapat dilepaskan 
dari proses kependidikannya, tidak ada bangsa di dunia ini yang dapat bergerak 
secara dinamis tanpa ada proses, pergerakan, dan perkembangan pendidikannya, 
begitu pula bangsa Indonesia. Kebanyakan tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia 
merupakan orang-orang yang terdidik. Oleh karena itu sejarah pendidikan 
merupakan bagian penting dalam sejarah nasional Indonesia. 
Pendidikan di Indonesia berkembang secara signifikan pada awal abad ke-20. 
Indonesia mulai mendapatkan perhatian pemerintahan Hindia Belanda dengan 
munculnya Politik Etis..1 Di Indonesia dalam sejarahnya Politik Etis muncul 
kerena pengaruh salah satu anggota parlemen Belanda yang bernama Van 
Deventer. Di muka parlemen, ia mengatakan bahwa kondisi bangsa Belanda 
sekarang telah maju dan disegani di dunia Eropa tidak boleh menafikan jasa dari 
penduduk jajahannya, yaitu Indonesia.  
Negeri Belanda telah berhutang budi (ereschuld) kepada Indonesia dan hutang 
itu harus dibayar. Kemudian, ia mengusulkan adanya cara baru untuk dapat 
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memberikan jasa kepada bangsa Indonesia tersebut, dengan apa yang disebut 
Politik Etis, yaitu suatu usaha mengangkat tingkat kehidupan bangsa Indonesia 
sebagai balas jasa. Pada periode ini, perkembangan pendidikan mendapat 
perhatian khusus, yang menurut van Deventer dan para pengikutnya merupakan 
inti dan kunci dari segala perubahan yang diinginkan. Bagi van Deventer, tidak 
akan ada perubahan tanpa tenaga--tenaga pribumi berpendidikan cukup yang akan 
memikul beban itu.2 
Negeri Belanda diharapkan memberikan sumbangan untuk memajukan 
keadaan di Indonesia. Yang diutamakan ialah perkembangan material, tanpa 
diperhitungkan apa yang sesungguhnya menjadi keperluan rakyat sendiri. 
Kemajuan yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memberikan perhatian yang 
menyeluruh terhadap kebutuhan rakyat. Hal tersebut mengakibatkan keadaan 
yang dialami rakyat Hindia Belanda sungguh menyedihkan. Keadaan tersebut 
berbanding terbalik dengan keuntungan yang didapatkan negeri Belanda dari hasil 
bumi Hindia Belanda. Salah satunya akibat Cultuurstelsel bagi pihak Belanda 
sangat jelas, segera diraih keuntungan yang sangat besar dan ajek. Sejak tahun 
1831, anggaran belanja kolonial Indonesia sudah seimbang, dan sesudah itu 
hutang-hutang lama VOC dilunaskan. Uang dalam jumlah yang sangat besar 
dikirim ke negeri Belanda; dari tahun 1831 hingga 1877, perbendaharaan negeri 
Belanda menerima 832 juta florins (f). Sebelum tahun 1850, kiriman uang ini 
mengisi sekitar 19% dari pendapatan negara Belanda, lalu menjadi sekitar 32% 
pada tahun 1851-1860, dan sekitar 34% pada tahun 1860-1866. Pendapatan-
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pendapatan ini membuat perekonomian dalam negeri Belanda stabil: hutang-
hutang dilunasi, pajak-pajak diturunkan, kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan, 
dan jalan kereta api negara dibangun, semuanya dengan keuntungan-keuntungan 
yang diperas dari desa-desa Jawa.3 
Dalam politik “kewajiban moril” yang telah didukung oleh semua golongan 
dinyatakan bahwa negeri Belanda harus memerhatikan kepentingan pribumi dan 
membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Selain itu Politik Etis mengubah 
pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia tidak lagi sebagai 
wingewest (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah yang perlu 
dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya, dan ditingkatkan budaya 
rakyat pribumi.4 Masalah Etische Politiek harus dimulai dengan politik 
kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan, justru adanya berita-berita tentang 
kemerosotan kehidupan rakyat.  
Dalam pelaksanaan politik etis pun kepentingan Belanda tetap menjadi 
prioritas utama. Pendidikan yang muncul akibat politik Etis merupakan metode 
pengukuhan kekuasaan dengan membentuk alat-alat birokrasinya agar diisi oleh 
kaum terdidik baik pribumi ataupun warga non-pribumi. Belanda banyak 
mendirikan sekolah di wilayah Indonesia khususnya Jawa. Berbagai jenis sekolah 
dibuat Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja diberbagai bidang. 
Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi 
kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor 
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yang lain.5 Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat tiga jenis tingkatan 
pendidikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi.6 
Pada tingkatan pendidikan rendah dan menengah pokok pendidikan masih 
seputar membaca, menulis serta pendidikan bahasa Belanda. Sedangkan pada 
pendidikan tinggilah mulai adanya sekolah kejuruan. Sejak politik etis dijalankan, 
pendidikan bagi bangsa Indonesia tampak mengalami kemajuan yang lebih pesat 
dalam beberapa dekade daripada yang terjadi selama beberapa abad sebelumnya. 
Jumlah sekolah rendah meningkat cepat, sekolah-sekolah yang berorientasi Barat 
diciptakan baik untuk orang Cina maupun orang Indonesia. Selama periode inilah 
akhirnya sistem pendidikan mencapai kelengkapannya.7 Geneskundige Hoge 
School yang merupakan sekolah tinggi kedokteran, sekolah tinggi hokum (Reschts 
Hoge School) dan sekolah Guru (Kweekschool) merupakan contoh sekolah- 
sekolah yang didirikan oleh pihak Belanda. 
Keberadaan sekolah guru pada masa pemerintahan Belanda terus bertambah. 
Sekolah guru ini terutama ditujukan bagi murid yang akan menjadi guru sekolah 
rendah. Maka, dengan didirikannya sekolah rendah, semakin banyak diperlukan 
guru. Alasan pendirian sekolah ini juga karena pemerintah Belanda merasa 
keberatan jika harus menggaji guru-guru Belanda. Sebagai langkah penghematan 
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anggaran lalu didirikan juga sekolah calon guru sekolah rendah Belanda.8 Guna 
memenuhi kebutuhan guru sekolah-sekolah dasar tersebut berdasarkan keputusan 
pemerintah tanggal 30 Agustus 1851, pada 1852 dan kemudian pada 1875 
didirikan sekolah pendidikan guru (kweekschool) di Surakarta dan Magelang 
dengan bahasa pengantar bahasa Jawa dan Melayu dan murid-muridnya 
diambilkan dari kalangan orang-orang Jawa yang sopan. 
Sesudah Kweekschool yang pertama di Surakarta ini, kemudian berturut-turut 
dibuka di berbagai tempat di seluruh Indonesia, seperti di Bukittinggi (Fort de 
Kock), pada tahun 1856; Tanah Batu (Tapanuli), pada tahun 1864: Tindano, pada 
tahun 1873; Ambon, pada 1874; Probolinggo, tahun 1875; Banjarmasin, pada 
1875; Makassar, pada 1876; dan Padangsidempuan, pada 1879.9 
Guru menjadi profesi yang sangat dibutuhkan saat itu. Walaupun secara teknis 
pemerintah Hindia Belanda melaksanakan pendidikan di Indonesia guna 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Namun pada perkembangan dunia pendidikan 
pada masa itu justru menjadi jalan utama untuk melawan pemerintahan Hindia 
Belanda. Kemajuan di bidang pendidikan saat itu tidak terlepas dari semakin 
banyaknya jumlah guru di Indonesia. Jumlah guru yang terus bertambah 
memberikan harapan kepada pergerakan nasional Indonesia bahwa semakin 
banyak orang terpelajar yang akan muncul untuk memperjuangkan Indonesia 
lepas dari kekuasaan Belanda.  
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Gelombang Perubahan telah berjalan semakin cepat dari sebelumnya, akan 
tetapi semuannya melimpah keluar kerangka tujuan yang telah digariskan para 
penganjur Politik Etis. Penentangan terhadap pemerintah kolonial tersebut 
dilakukan dengan menyatukan diri lewat berbagai organisasi sosial, agama, dan 
politik yang didirikan. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem pendidikan baru 
yang diterapkan kolonial Belanda akan mempercepat tumbuhnya golongan 
intelektual yang memegang peranan dalam fungsi-fungsi baru yang diciptakan 
oleh perkembangan proses birokrasi, komersialisasi, dan urbanisasi. Mereka 
memegang peranan dalam berbagai lapangan pekerjaan seperti guru, pegawai 
administrasi, hakim, pengacara, dan lain-lain.10 
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 
1945, pemerintah Indonesia mencoba membangun negara mulai dari tahap awal 
kembali. Pendidikan menjadi unsur yang paling diperhatikan oleh pemerintah 
Indonesia. Namun karena kondisi Indonesia pada tahun 1945 – 1950 masih 
mendapat gangguan dari Belanda,  
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, 
perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi 
juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan 
merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut 
penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang 
merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang 
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merdeka itulah, bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam 
landasan utamanya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan 
belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. maka baru setelah tahun 1950 
pemerintahan Indonesia dapat dikatakan lebih stabil. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 
perkembangan pendidikan khususnya pendidikan guru pada masa demokrasi 
Liberal hingga demokrasi terpimpin. Pada masa tersebut pendidikan Indonesia 
mulai ditata ulang dan demi menunjang kemajuan bangsa maka kebutuhan akan 
adanya guru mendesak. 
B. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini pembatasan waktu berkisar antara tahun 1950 sampai 
dengan tahun 1965. Pembatasan waktu ini mengacu pada dikeluarkannya Undang 
Undang no. 4 Tahun 1950 mengenai pokok-pokok dasar pendidikan dan 
pengajaran di sekolah. Selain itu pembatasan masalah ini diambil karena 
pemerintahan Indonesia telah dalam keadaan stabil (gangguan pihak asing telah 
berkurang drastis). Dan mengambil tahun 1965 sebagai akhir batasan waktu 
karena setelah tahun 1965 pendidikan guru di Indonesia tidak berubah secara 
signifikan. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan pendidikan 
guru yang terjadi pada tahun 1950-1965. 
Pembatasan wilayah penelitian ini berfokus kepada pulau Jawa. Batasan 
tersebut dipilih karena mayoritas kemajuan pendidikan termasuk pendidikan guru 
lebih banyak terjadi di beberapa kota besar di pulau Jawa. 
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C. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan ialah 
sebagai berikut : 
 Bagaimana dinamika pendidikan guru pada tahun 1950 sampai tahun 
1965? 
 Bagaimana dampak pendidikan guru terhadap pendidikan rendah dan 
menengah di Indonesia tahun 1950 - 1965? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika pendidikan guru 
pada tahun 1950 sampai 1965. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk 
memaparkan secara singkat mengenai kondisi dunia pendidikan pada awal 
kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan pada tahun 1965. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 
dalam studi sejarah politik dan sosial khususnya sejarah pendidikan yang ada. 
Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang 
relevan pada masa yang akan datang terutama di prodi Pendidikan Sejarah 
Fakultas Ilmu Sosial UNJ. 
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E. Metode dan Sumber Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk historis-
naratif. Penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menguraikan kejadian-
kejadian dalam dimensi ruang dan waktu. Metode yang dipakai dalam penelitian 
ini sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah yang mempunyai lima tahap, 
yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan 
atau historiografi.11 
Penelitian ini menempuh beberapa langkah. Pertama, pada tahap heuristik. 
Dalam menjajaki dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan 
Pendidikan guru pada tahun 1945-1965, Dalam hal ini penulis berusaha 
mengumpulkan data melalui berbagai sumber tertulis. Dalam sumber tertulis 
maka peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen tertulis seperti Surat 
Keputusan Pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan guru  pada masa 
tersebut. Sumber tertulis tersebut didapatkan dari Arsip Nasional Republik 
Indonesia. Selain itu sumber tertulis ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan 
yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), 
Perpustakaan Daerah Ibukota Jakarta, Perpustakaan Freedom Institute dan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
Kedua, dalam tahap kritik dilakukan pengujian terhadap otentisitas dan 
kredibilitas sumber yang ada. Peneliti melakukan analisis data melalui metode 
sejarah dengan melakukan seleksi terhadap fakta yang ada . Ini dilakukan untuk 
mendapatkan fakta yang akurat.  
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Ketiga, pada tahap interpretasi, fakta-fakta yang telah didapat oleh peneliti, 
kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan 
berdasarkan pada fakta yang telah didapatkan. Penafsiran atas fakta harus 
dilakukan dengan berupaya agar objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap 
subjektif, harus subjektif rasional, bukan subjektif emosional. Rekonstruksi 
peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati 
kebenaran.  
Terakhir, pada tahap penulisan, peneliti merangkai fakta berikut maknanya 
secara kronologis atau diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai 
kisah dan mudah diterima oleh pembacanya.  
Dalam rangka penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan 
sumber sekunder sesuai dengan kadiah penulisan sejarah yang ilmiah. 
 Sumber primer : Sumber primer berupa dokumen-dokumen tertulis 
ataupun arsip. 
 Sumber sekunder : Melalui buku-buku, jurnal, artikel, laporan   
Penelitian tentang pendidikan guru pada tahun 1950 – 1965. 
 
 
